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 Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam 
Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini. Penelitian ini bertujuan 
untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana program Pendewasaan Usia 
Perkawinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. 
Banyuwangi dalam mengurangi perkawinan usia dini? Kedua, bagaimana analisis 
hukum Islam terhadap program pendewasaan usia perkawinan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Banyuwangi? 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik 
pengumpulan data, yaitu berupa teknik wawancara, dan dokumentasi. 
Selanjutnya, analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai 
pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan program nasional yang selanjutnya 
diteruskan untuk diterapkan guna mengurangi pernikahan usia dini di Kabupaten 
Banyuwangi. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola 
pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan dalil-dalil tentang perkawinan dan usia 
perkawinan dalam Islam. Selanjutnya teori ini dipakai untuk menganalisis 
praktik program pendewasaan usia perkawinan. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkkan bahwa yang dipraktikkan DPPKB 
Banyuwangi pada program Pendewasaan Usia Perkawinan tidak bertentangan 
dengan hukum Islam secara umum karena pada dasarnya Islam tidak memberikan 
batasan umur dalam perkawinan secara khusus. Islam tetap mengajarkan bahwa 
pernikahan pada kedewasaan. Dalam Penerapan Pendewasaan Usia perkawinan 
yang merupakan program BKKBN nasional cukup berhasil di Banyuwangi. 
Meskipun pada penerapan dilapangan menurut data yang penulis dapatkan bahwa 
ada ketidak sesuaian terhadap undang-undang yang berlaku pada saat ini yaitu, 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 35 
Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak dan juga pada aspek budaya  di Kabupaten 
Banyuwangi yang dibilang masih sangat kental dan sulit dipisahkan. Adanya 
program tersebut sebagai penyempurna dari Undang-undang yang berlaku. 
Meskipun banyak problematika yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi akan tetapi program 
Pendewasaan Usia Perkawinan dapat disadari oleh masyarakat Banyuwangi, 
sebagaimana keterangan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera. 
 Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang terkait DPPKB 
Banyuwangi disarankan untuk tetap mengedukasi remaja yang ada di 
Banyuwangi guna tercapai tujuan pernikahan yang sebenarnya, harmonis dan 
tentram dalam berkeluarga. Dengan melihat data pengurangan pernikahan usia 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan atau perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah 
SWT bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan 
hidupnya.
1
 Tidak salah jika suatu makhluk Allah melangsungkan 
perkawinan bila sudah mencapai usia baligh dalam agama Islam. Banyak 
yang mengartikan bahwa menikah adalah sebagai sarana untuk 
menghindar dari perbuatan zina belaka. Akan tetapi, menikah juga 
didefinisikan sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah.
2
 
Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau 
memperhatikan dan mencermati. Secara singkat, manfaat tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Melestarikan Spesies Manusia 
Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan 
berkembang hingga satu masa ketika Allah mengambil kembali bumi 
seisinya. Perkembangan ini diperlukan untuk melestarikan keturunan 
dan spesies manusia.Al-Qur’an menyinggung hikmah sosial dan 
maslahat manusia yang terkandung dalam pernikahan, yaitu dalam 
firman Allah yang berbunyi: 
ْمُكَقَزَرَكْةَدَفَحَكَْينَِنبْمُكِجََٰكَزأْنِّمْمُكَلَْلَعَجَكْاجََٰكَزأْمُكِسُفَنأْنِّمْمُكَلَْلَعَجُْهَّللٱَك
َْفكُرُفكَيْمُهِْهَّللٱِْتَمعِِنبَكَْفوُنِمُؤيِْلِط ََٰبلٱَِبَفأِْتََٰبِّيَّطلٱَْنِّم 
                                                 
1
 Tihami dan Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6. 
2
 M. Taufik Mandailing, Good Married (Yogyakarta: IDEA Pers, 2013), 41. 

































‚Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 




2. Menjaga Garis Keturunan 
Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa 
bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orangtuanya. Tak 
ragu lagi bahwa garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan 
diri dan ketenangan jiwa. Tanpa pernikahan seperti ini, masyarakat 
akan penuh dengan anak-anak yang tidak mempunyai kehormatan 
dan garis keturunan yang jelas. 
3. Melindungi Masyarakat dari Dekadensi Moral 
Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi 
moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan 
merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah 
komunitasnya. 
4. Mewujudkan Ketenangan Jiwa 
Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di 
antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saat 




                                                 
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Maghfiroh Pustaka 2006), 272. 
4
 Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 14. 

































Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan 
usia pada perkawinan pertama saat mencapai usia minimal 20 tahun 
bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuan program 
pendewasaan perkawinan ini adalah sebuah upaya untuk memberikan 
pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan 
keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang 
nantinya berkaitan dengan kehidupan keluarga, kesiapan fisik, 
mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan 
jumlah dan jarak kelahiran anak.
5
 
Di era perkembangan zaman saat ini perkawinan di bawah umur 
bukan hal yang baru lagi di telinga kita semua. Hal ini merupakan 
tantangan bagi orang tua yang memiliki anak remaja di bawah umur 
yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang menyebutkan bahwa, mempelai laki-laki sekurang-
kurangnya berusia 19 tahun dan mempelai perempuan sekurang-
kurangnya 16 tahun. Maka dari itu  anak yang masih memiliki usia 
dibawah aturan yang berlaku di anggap masih kurang umur untuk 
melangsungkan pernikahan. 
Yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah memberikan 
dispensasi usia perkawinan. Artinya pemerintah memberikan ruang 
kebebasan kepada anak-anak Indonesia melakukan perkawinan 
                                                 
5
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional,  2012. Pernikahan Dini pada  
Beberapa  Provinsi  di  Indonesia:Dampak Overpopulation, akar Masalah dan Peran Kelembagaan 
di Daerah. Diakses  pada 20April 2019 pukul 11.20 WIB 

































dengan cara meminta dispensasi nikah kepada pengadilan. 
Seharusnya hakim-hakim yang menerima kasus seperti ini 
memberikan putusan yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan 
hukum yang pasti. 
Mengingat dampak dari perkawinan usia dini sangatlah 
kompleks. The Internasional Center for Research on Woman (ICWR) 
menyebutkan dari hasil studinya bahwa pernikahan yang dilakukan 
sebelum usia 18 tahun sering menunjukkan tanda-tanda gejala 
pelecehan seksual dan stress seperti putus asa, tidak berdaya saat 
depresi berat (ICWR 2012).
6
Memang sudah sewajarnya pemerintah 
hadir dalam penanganan kasus-kasus yang sangat bergejolak ini dan 
memberikan pemahaman dampak negatif dari pernikahan usia dini. 
Dengan berjalannya waktu batasan-batasan usia perkawinan 
mengalami perubahan dengan signifikan dengan dikeluarkannya 
gagasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(selanjutnya disebut dengan BKKBN) dengan program Pendewasaan 
Usia Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PUP), PUP adalah 
upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni 
usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki.
7
 
                                                 
6
 Citra Anggraeni, Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada 
Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Skripsi (Bandung: 
Fakultas Keperawatan UNPAD, 2014), 5-6 
7
 Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan dan 
Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remja Indonesiacet Ke-2 (Jakarta: BKKBN, 2010) 19 

































Gagasan yang dipelopori oleh BKKBN untuk memberikan 
Pendewasaan Usia Perkawinan guna memperbaiki alat produksi bagi 
perempuan dibawah umur 20 tahun adalah usia yang paling di 
anjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia 
seorang remaja masih di anggap dalam perkembangan fisik, psikis 
dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Karena 
dibawah usia 20 tahun menimbulkan kesakitan dan kematian pada 
saat selama proses kehamilan dan persalinan.
8
 
Gagasan seperti itulah yang dapat menanggulangi sebuah 
pernikahan usia dini pada saat ini. Meski dalam praktiknya terdapat 
ketidaksesuaian dalam penerapan gagasan yang diberikan oleh 
pemerintah pusat. Penerapan yang ada di lapangan tidak sesuai, yang 
dikarenakan letak geografis dan sosiologis dari penduduk sekitar yang 
berbeda-beda. Maka haruslah dinamis, kalau tidak demikian maka 
pemerintah daerah kesulitan dalam penerapannya. 
Adapun dasar yang digunakan untuk mewujudkan sebuah 
keluarga yang tumbuh seimbang dan berkualitas melalui UU No 52 
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga disebutkan pada pasal 20 ‚untuk mewujudkan penduduk 
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan 
kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program 
                                                 
8
 Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan 
Keluarga Berencan cet. Ke 2 (Jakarta: BKKBN, 2012), 11 

































keluarga berencana‛.9 Tidak salah jika pemerintah memulai 
pendewasaan usia perkawinan, yang pada nantinya sebagai tujuan 
keharmonisan dalam berumah tangga. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
membahas program pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan 
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di 
Banyuwangi dari segi hukum Islam. Dengan judul ‚Analisis Hukum 
Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
(DPPKB)Kabupaten Banyuwangi dalam Mengurangi Pernikahan 
Usia Dini‛. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas hukum Islam 
dalam penerapan program Pendewasan Usia Perkawinan (PUP) 
dalam mengurangi pernikahan usia dini oleh Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi. Oleh sebab 
itu dari uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai latar 
belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditulis 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Hukum Perkawinan 
b. Cara penerapan program Pendewasaan Usia Perkawinan. 
                                                 
9
 Undang-Undang  Nomor 52 Tahun 2009, 16. 

































c. Kriteria dewasa menururt Hukum Islam 
d. Faktor perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan 
e. Usia kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI 
f. Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan 
g. Kendala operasional penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan 
h. Siapa saja yang dilibatkan dalam penerapan Pendewasaan Usia 
Perkawinan. 
2. Batasan Masalah 
Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang 
jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-
masalah berikut ini: 
a. Cara penerapan program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga 
dapat mengurangi pernikahan usia dini. 
b. Analisis hukum Islam terhadap program Pendewasaan Usia 
Perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Banyuwangi. 
C. Rumusan Masalah 
    Merujuk pada latar belakang masalah yang ada, penulis 
merumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana program Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. 
Banyuwangi dalam mengurangi perkawinan usia dini? 

































2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap program Pendewasaan 
Usia Perkawinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kab. Banyuwangi? 
D. Kajian Pustaka 
Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka penulis memaparkan 
kajian penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dalam 
penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut penelitian yang hampir 
memiliki kesamaan dengan penelitian penulis: 
1. Ahmad Syaerozi dalam Tesisnya yang berjudul ‚Implemetasi 
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam 
upaya pencegahan pernikahan dini studi di DP3AKB Kabupaten 
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif Maqasid 
Syari’ah.‛ 
Dalam tesis ini membahas bagaimana cara implementasi 
kebijakan dari Badan Ketahanan Keluarga Berencana 
Nasional(BKKBN) Lombok Timur dalam penerapan PUP. Maka 
penelitian ini memastikan bagaimana efektifitas BKKBN 
setempat mensosialisasikan PUP kepada masyarakat dan remaja 
yang akan memulai pernikahan pertamanya, sehingga 
mendapatkan pengertian pendewasaan usia perkawinan. Dan juga 
pada penelitian ini memberikan sebuah pengertian terhadap 
remaja yang sudah melangsungkan pernikahan dini sehingga tidak 

































melakukan perceraian, yaitu dengan memberikan sebuah 
pemahaman untuk ketahanan keluarga. Tercatat bahwa NTB salah 
satu  daerah yang angka perceraiannya tinggi pada tahun 2016.
10
 
2. Nurlina dalam skripsinya yang berjudul ‚Pencegahan Perkawinan 
di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen 
Hukum di Kec. Blangkejeran Kab. Gayo Lues)‛. 
Dalam skripsi tersebut Nurlina membahas cara penerapan dan 
sosialisasi oleh Kantor Urusan Agama Kec. Blangkejeren Kab. 
Gayo Lues dan DP3AP2KB Kab. Gayo Lues yang kurang 
maksimal sehingga berkesimpulan untuk turun langsung untuk 
mewawancarai kepada masyarakat setempat. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan program 
Pendewasaan Usia Perkawinan yang dipelopori oleh Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. 
Banyuwangi. 
2. Untuk mengetahui dasar hukum Islam terhadap program 
Pendewasaan Usia Perkawinan Dinas Pemberdayaan Perempuan 
                                                 
10
Ahmad Syaerozi, ‚Implemetasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Pencegahan 
Pernikahan Dini Studi di DP3AKB Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Perspektif 
Maqosid Syari’ah‛, Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Magister (S2) Hukum Islam, 
UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018. 

































dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Banyuwangi dalam 
mengurangi  perkawinan usia dini 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-
kurangnya meliputi dua aspek, yang antara lain: 
1. Aspek Teoretis 
Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah: 
a. Dapat meberikan sumbangsih terhadap pemikiran dalam rangka 
pengetahuan dan memperkaya khazanah pemikiran, utamanya 
terhadap yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap 
program pendewasaan usia perkawinan. 
b. Dapat memberikan khazanah sosial khususnya ilmu hukum. 
c. Menjadi refleksi kepada siapa saja yang dapat membaca 
penelitian ini sehingga mengetahui tentang hukum Islam 
terhadap pendewasaan usia perkawinan dalam mengurangi 
penikahan usia dini 
2. Aspek Praktis 
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah: 
Untuk memberikan pemahaman dalam aspek hukum Islam 
terhadap masyarakat Banyuwangi sehingga mudah menerima 
program Pendewasaan Usia Perkawinan yang pada hal ini 
dipelopori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana. 

































Dari hasil penelitian ini, penulis besar harapan kepada 
masyarakat utamanya kalangan akademis yang  akan melakukan 
sebuah penelitian dapat menjadikan penelitian penulis sebagai 
rujukan tentang analisis hukum Islam terhadap penedawasaan usia 
perkawinan dalam mengurangi pernikahan usia dini. 
G. Definisi Operasional 
Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep 
atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam 
meneliti, mengkaji atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang 
dimaksud dengan definisi operasional adalah sebagai berikut: 
Hukum Islam : Merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 
terjemahan al-Fiqh al-Isla>miy atau dalam 
konteks tertentu dari al-syari>’ah al-
Isla>miyah. Dalam wacana ahli hukum 
dikenal dengan istilah Islamic law. Hukum 
Islam pada penelitian ini adalah hasil 
pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-




Pendewasaan Usia Perkawinan : Adalah upaya untuk meningkatkan usia 
perkawinan pertama pada remaja, sehingga 
                                                 
11
 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 1997), 3 

































mencapai usia pada perkawinan. Tujuan 
adanya pendewasaan usia perkawinan ini 
memberikan pengertian atau pemahaman 
dan kesadaran terhadap remaja yang hendak 
melangsungkan pernikahan pertamanya 
terutama pada aspek perencanaan serta dapat 
mempertimbangkan berbagai aspek yang 
berkaitan dengan kehidupan keluarganya. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini yaitu berupa penelitian lapangan (field 
research) dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian kajian 
pustaka (library research). Penelitian lapangan yaitu penelitian 
yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui 
penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang 
diangkat.
12
 Sedangkan penelitian kajian pustaka yaitu analisis 




Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif. Maka berikut ini akan dibahas mengenai data yang 
                                                 
12
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian; Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 1999), 21.  
13
Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Cet 2 (Surabaya: Hilal Pustaka,2013), 93. 

































dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
pengolahan data dan teknis analisis data : 
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun 
untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan amasalah:
14
 
a. Cara penerapan program Pendewasaan Usia Perkawinan 
terhadap pengurangan pernikahan usia dini. 
b. Dasar hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana dalam penerapan program Pendewasaan Usia 
Perkawinan. 
3. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber 
primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah merupakan 
sumber yang pokok/utama dari pihak yang bersangkutan di 
lapangan. Sumber sekunder adalah yang diperoleh atau 
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-
sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-
laporan penelitian terdahulu. 
Sumber data terdiri dari: 
a. Sumber primer  
1) Data yuridis yaitu peraturan Bupati Banyuwangi No. 52 
Tahun 2016 tentang  kedudukan, susunan organisasi, 
                                                 
14
 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik Penulisan 
Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 9 

































tugas dan fungsi serta tata kerja pemberdayaan 
perempuan dan keluarga berencana Kabupaten 
Banyuwangi yang dijadikan landasan oleh Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
(DPPKB) Kab. Banyuwangi dalam penerapan 
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 
2) Data terkait cara penerapan dari program Pendewasaan 
Usia Perkawinan (PUP) terhadap pengurangan angka 
usia pernikahan usia dini yang bersumber dari Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
(DPPKB) Kab. Banyuwangi. 
b. Sumber sekunder yang penyusun gunakan adalah mengambil 
data-data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Banyuwangi yang membahas mengenai 
tema bahasan. Sumber data sekunder juga dibantu dengan 
referensi terkait peraturan-peraturan daerah yang digunakan 
dalam program pendewasaan usia perkawinan. Referensi tersebut 
berupa buku-buku, website, kepala dinas dan kabid Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang 
berkaitan dengan judul penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini dilandaskan pada aturan yang baku yang telah 

































menjadi bahan didalam penelitian kualitatif yang mana 
pengumpulan datanya dengan cara pengamatan atau observasi 
dan interview atau wawancara dan dokumentasi.15 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
melakukan kajian penelitian, maka penelitian ini melakukan 
pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode sebagai 
berikut: 
a. Observasi  
Observasi adalah suatu cara mengadakan penyidikan 
dengan menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari 
suatu peristiwa atau kejadian yang akan diteliti`.
16
 Dalam 
penelitian ini di gunakan observasi sistematis, dimana 
peneliti melakukan langkah sistematis dalam mengamati 
objek penelitian dengan menggunakan pedoman instrument 
observasi, sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai 
dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.
17
 Inti dari 





                                                 
15Buna’i, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 
2006), 19. 
16
Amirul Hadi, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 129. 
17
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 166. 

































b. Interview (wawancara) 
Interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 
yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 
sedikit/kecil.
18
 Teknik mendapatkan informasi dengan cara 
bertanya langsung kepada ahli
19
 di kantor Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Banyuwangi, percakapan itu dilakukan dengan 
maksud tertentu, ingin menguji hipotesa penelitian ini 
dengan percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara yang bertugas sebagai orang mengajukan 
pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang 
menjawab dari pertanyaan tersebut. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menerapkan 
Pendewasaan Usia Perkawinan. 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 137. 
19
Lexy J. Molcong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004), 
135. 

































5. Teknik Pengolahan Data  
Dilakukan sebuah mengelola kelengkapan data dalam 
penelitian ini dengan menggunakan teknik pengeditan data dan 
pengorganisasian data. Setelah penelitian selesai atau telah 
terkumpul, maka diperlukan sebuah pengelolaan data-data yang 
terkumpul dengan mengadakan beberapa proses, antara lain: 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang 
diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari 
berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu 
dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya 
dengan permasalahan.
20
 Teknik ini yang digunakan penulis 
dalam memeriksa kelengkapan data-data yang dikumpulkan 
oleh penulis yang di dapat dari informan tentang cara 
penerapan pendewasaan usia perkawinan oleh dinas 
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam 
mengurangi banyaknya pernikahan usia dini. 
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang 
sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data 
yang diperoleh.
21
 Dengan teknik ini penulis diharapkan dapat 
menganalisis Pendewasaan Usia Perkawinan melalui hukum 
Islam. 
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 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
21
 Ibid, 154 

































c. Analizing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 
hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari 
sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan 
dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.
22
 Dalam hal 
ini hasil wawancara terhadap kepala bidang di DPPKB 
Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan judul 
penelitian ini. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan kajian kepustakaan, dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih 




Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya 
akan dibahas dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, 
yaitu dengan mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis maupun lisan yang didapat dari pihak-pihak yang dapat 
diamati menggunakan analisis yang sudah ditentukan. Dalam 
hal ini, penulis akan mengemukakan hukum Islam yang 
                                                 
22
 Ibid, 194 
23
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2010, 
243 

































digunakan sebagai analisis terhadap program Pendewasaan Usia 
Perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Banyuwangi, dan selanjutnya 
menganalisa dari hasil wawancara dengan kepala Dinas, kabid 
dan pihak yang terkait. 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sesuai 
dengan apa yang direncanakan dan diharapkan oleh penulis, maka 
disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas 
beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan 
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika bahasan. 
Bab kedua, akan dibahas mengenai tinjauan teori tentang 
pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah 
perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, asas dan prinsip 
perkawinan serta batasan usia minimal perkawinan. 
Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum 
tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan DPPKB Kabupaten 
Banyuwangi yang meliputi: Demografi Kabupaten Banyuwangi, 
profil DPPKB Kabupaten Banyuwangi, latar belakang pendewasaan 
usia perkawinan, pengertian pendewasaan usia perkawinan, materi 

































pendewasaan usia perkawinan, cara penerapan pendewasaan usia 
perkawinan, keberhasilan pendewasaan usia perkawinan, dasar hukum 
penerapan pendewasaan usia perkawinan DPPKB kabupaten 
Banyuwangi serta problematika penerapan pendewasaan usia 
perkawinan. 
Bab keempat, akan dibahas mengenai analisis hukum Islam 
terhadap penerapan program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh 
DPPKB di Kabupaten Banyuwangi. 
Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang 
dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan di akhiri dengan saran 
serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan 
yang ada. 
 


































BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
POSITIF DI INDONESIA 
 
A. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam 
1. Definisi dan Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Islam 
Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan 
berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa 
Arab ‚Nika>>h‛. Disamping kata nikah dalam bahasa Arab lazim juga 
dipergunakan kata ‚zawa>j‛ untuk maksud yang sama. Perkataan 
nikah mengandung dua pengertian yaitu dalan arti yang sebenarnya 
dan arti kiasan. Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu 
berkumpul, sedang dalam arti kiasan berarti aqad atau 
‘mengadakan’ perjanjian perkawinan.24 Dalam penggunaan sehari-




Nikah sangatlah dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, 
siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam 
rumah tangga. Karena pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada 
hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi 
kewajiban tanggung jawab sebagai suami istri. 
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 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 
11. 
25Ibid, 11. 


































a. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan bukanlah suatu sarana untuk bermain-bermain, 
tetapi perkawinan memiliki dimensi yang jauh lebih penting 
dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan 
sejahtera, dalam rangka perkawinan memiliki maksud dan 
tujuan yang sangat mulia berkenan dengan pembinaan keluarga 
yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga.
26
 
Sebagaimana firman Allah Swt: 
 ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيلِااْو ُنُكْسَِتل اًجاَوْزَا ْمُكِسُف َْنا ْنِم ْمَكَل َقَلَخ ْنَا ِِهت َايآ ْنِمَو
كِلَذ يِف َّنِا ًةَمَْحرَوًةَّدَوَم  َنْوُر َّكَف َت َي ٍمْوَقِل ٍتَايلآ  
Artinya: ‚Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
merasa nyaman kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu 
mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian 




Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk 
memenuhi petunjukagama dalam rangka mendirikan keluarga 
harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam 
menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan 
sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin 
disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.
28
 
                                                 
26
 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 
16 
27
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: Maghfiroh 
Pustaka, 2006) 
28
Zakiah Drajat, Ilmu Fiqih (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 38. 

































Perkawinan dari sisi sosiologisnya merupakan sarana 
fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera 
berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong-menolong, 
solidaritas dan moral yang luhur. Dilihat daari sudut ekonomi, 
merupakan sarana fundamenttal untuk mebutuhkan etos kerja 
dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif 
dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran, 
pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat 
serta bebas dari penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses 
regenerasi yang sehat dan sejahtera.
29
 
Dapat disimpulkan dari uraian tujuan perkawinan di 
atas sebagai berikut: 
a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan 
keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa. 
b. Menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan 
perempuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari 
kejahatan dan kerusakan. 
d. Membentuk dan mengatur rumah tanga yang menjadi 
basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih 
sayang. 
                                                 
29
Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari’at Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 
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Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki 
penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab.
30
 
Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh 
Allah Swt. dan juga merupakan tuntunan Rasulallah Saw. 
Banyak ayat dalam al-Qur’an yang menunjukkan suruhan atau 
perintah tersebut,
31
 antara lain dalam firman Allah: 
ُْهَّللٱُْمِهِنُغيَْءَارَقُػفْْاُونوُكَيْفِإْمُكِئاَمِإَكْمُِكداَبِعْنِمَْينِحِل ََّٰصلٱَكْمُكنِمْ ََٰى ََٰيََلأٱْْاوُحِكَنأَك
ِْهِلضَفْنِم ۦَْميِلَعٌْعِس ََٰكُْهَّللٱَك  
Artinya:‛Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui‛ (Qs: an-Nur 32)32 
 
Demikian juga banyak suruhan atau tuntunan Rasulallah 
Saw. kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan, antara 






Artinya: ‚Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai 
kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena 
perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) 
dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual), 
                                                 
30
 M. Idris Ramulyo, Hukum Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 49. 
31
 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 
2014), 5. 
32
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: Maghfiroh 
Pustaka, 2006), 354. 
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siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa 
itu baginya akan mengekang syahwat‛ (HR: Muttafaq 
‘alaih)34 
 
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan 
memanglah dianjurkan oleh Agama Islam, bahkan dalam al-Qur’an 
dan juga Hadits telah menyebutkan. Pada perkembangannya 
perkawinan bisa saja di anggap sunnah, wajib, makruh dan juga 




a. Wajib, bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan, 
dimana dengan dilihat dari faktor nafsunya yang telah mendesak 
dan takut terjerumus pada perzinahan, maka hukum kawin 
baginya adalah wajib. Karena menjauhkan diri dari yang haram 
hukumnya adalah wajib, sedangkan untuk menjauhi dari hal yang 
haram itu tidak  dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan 
kawin. Sebagaimana firmal Allah Swt: 
هِلضَفْنِمُْهَّللٱُْمُهَػيِنُغيْ ََّٰتََّحْاًحاَكِنَْفكُدَِيََْلََْنيِذَّلٱِْفِفعَتسَيلَك 
Artinya: ‚dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 
menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan 
mereka dengan karunia-Nya‛ (Qs: an-Nur 33)36 
 
b. Sunnah, perkawinan akan mempunyai akibat hukum sunnah bagi 
orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, akan tetapi mampu 
                                                 
34
 Al-Shan’any, Subulus Salam (Kairo: Dar Ihya al-Turath al-Araby, 79 H/1980M), 109 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1995). 110 
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mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum kawin 
baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama dari pada 
berdiam diri menekuni ibadah. 
c. Haram, perkawinan hukum menjadi haram, apabila seseorang 
yang mengawini wanita hanya dengan maksud menganiayanya 
atau memperolok-oloknya, maka haramlah baginya kawin. 
Demikian juga apabila seseorang wanita atupun pria, yang 
mengetahui  dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang 
mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami 
isteri dalam perkawinan, maka bagi orang yang demikian itu 
haram hukumnya untuk kawin.
37
 
d. Makruh, jika seorang pemuda yang mempunyai keinginan kawin, 
tetapi tidak mempunyyai kemampuan untuk membiayai 




2. Syarat dan Rukun Perkawinan 
Dalam agama Islam perkawinan bukan hanya melakukan 
perkawinan dan kontrak biasa semata, akan tetapi perkawinan 
mempunyai nilai ibadah. Maka dari itu sangat di anjurkan kepada 
yang sudah mampu secara fisik maupun mental dan juga Kompilasi 
                                                 
37
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islan dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 
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Hukum Islam tepat memberikan pengertian bahwa akad yang sangat 
kuat (mis|a>qan ghali>d}an). 
Agar tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, dan rahmah, 
teralisasi dalam kehidupan rumah tangga, maka perkawinan perlu 
diatur dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun syarat nikah 
sebagai berikut: 
a. Rukun kawin: 
1) Mempelai laki-laki 
2) Mempelai perempuan 
3) Wali 
4) Dua orang saksi 
5) Sighat ijab qabul.39 
Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada pasal 
14 bahwa setiap yang akan melaksanakan perkawinan harus ada: 
a) Calon suami 
b) Calon istri 
c) Wali nikah 
d) Dua orang saksi 
e) Ijab dan qabul40 
b. Syarat Kawin: 
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 Alhamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 30 
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 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (T.t: Redhbook Publiser, 2008) 

































Untuk syarat kawin, oleh ulama Hanafiyah dibagi menjadi 
empat macam kategori, yaitu syarat al-in ‘iqad. Syarat al-s}ihah, 
syarat al-nifaz{, dan syarat al-lazim, sebagaimana yang akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Syarat al-in’iqadadalah sebuah syarat yang harus dipenuhi 
pada suatu rukun akad nikah, apabila salah satu syarat ini 
tidak terpenuhi maka menurut kesepakatan para ulama akad 




a) Syarat-syarat bagi dua orang yang melakukan akad 
nikah adalah: balighdan mempunyai kecakapan dan 
kemampuan untuk melakukan suatu transaksi/akad, dan 
orang yang berakad tersebut dapat mendengar dan 
memahami maksud perkataan lawan bicaranya, sehingga 
dapat terwujud persetujuan antara keduanya. 
b) Syarat-syarat bagi mempelai wanita yaitu wanita 
tersebut benar-benar berjenis kelamin wanita bukan 
khuntsa musykil (orang mempunyai dua alat kelamin) 
dan wanita tersebut bukan mhrim pria yang akan 
menikahinya. 
c) Syarat s}higat akad (ijab qabul) yaitu antara ijab dan 
qabul harus satu majelis. Diperbolehkan apabila kedua 
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orang yang berakad berpisah tempat tetapi dengan 
syarat ucapan ijab dan qabul tersebut tidak terputus dan 
satu waktu. 
d) Syarat menjadi wali menurut kesepakatan ulama 
(kecuali mazhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan 
adanya wali dalam pernikahan) adalah; mukallaf/baligh, 
muslim, berakal sehat, laki-laki dan adil. 
2) Syarat al-Shihah, seperti halnya syarat al-In’iqad yaitu bila 
tidak terpenuhinya salah satu hukum perkawinan tersebut, 
maka perkawinannya batal. Syarat sah perkawinan yaitu:
42
 
a) Calon mempelai wanita tersebut bukan muhrim bagi 
laki-laki yang akan menikahinya baik haram pada waktu 
tertentu atau haram karena syubhat ataupun karena 
terjadi perbedaan pendapat antara para fuqoha, seperti 
menikahi wanita yang sedang ber’iddah dan talak ba’in. 
b) Sighat (ijab dan qabul) harus bersifat abadi (tidak 
terikat dengan waktu) 
c) Syarat-syarat saksi adalah berakal, baligh, merdeka, adil, 
mempunyai kecakapan dan kemampuan sebagai saksi, 
muslim, bisa mendengar dan memahami perkataan dua 
orang yang sedang berakad nikah. saksi pernikahan 
harus berjumlah dua orang pria. 
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d) Adanya persetujuan dari kedua orang yang berakad 
Dari seluruh rukun yang disebutkan tadi harus dipenuhi 
persyaratannya, yang meliputi: 
1. Syarat-syarat calon mempelai pria: 
a. Calon suami beragama Islam 
b. Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki 
c. Orangnya diketahui dan tertentu 
d. Bukan mahrom dari calon istri 
e. Tidak terpaksa, atau atas kemauan sendiri 
f. Tidak sedang menjalani ihram haji 
g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan 
calon istri 
h. Tidak sedang mempunyai istri empat43 
2. Syarat mempelai wanita: 
a. Beragama Islam 
b. Tidak ada halangan syar’I, yaitu tidak bersuami, bukan 
mahrom, tidak sedang dalam masa ‘iddah 
c. Jelas orangnya 
d. Tidak sedang menjalani ihhram haji44 
3. Syarat-syarat bagi wali, adapun syaratnya sebagai berikut: 
a. Pria 
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 Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana 2003) 45 
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c. Sehat akalnya 
d. Tidak terpaksa 
e. Adil45 
4. Syarat-syarat saksi adalah: 
a. Laki-laki 
b. Baligh 
c. Berakal sehat 
d. Adil 
e. Mendengar dan melihat 
f. Bebas (tidak terpaksa) 
g. Tidang sedang haji 
h. Memahami bahasa yang digunakan ijab qabul46 
5. Syarat-syarat ijab qabul 
Adapun syarat dari ijab qabul adalah menarkan sedangkan 
qabul menerima. Ijab berati penegasan kehendak untuk 
mengikatkan diri dari ikatan perkawinan dari pihak 
perempuan kepada mempelai laki-laki.Penegasan qabul 
dilaksanakan oleh pihak laki-laki setelah diucapkan oleh pihak 
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perempuan, tidak boleh ada jarak waktu yang diangggap ragu-
ragu antara ijab dan qabul.
47
 
3. Batas Usia Perkawinan Dalam Islam 
Seperti halnya pencatatan perkawinan, dalam fikih tidak pernah 
dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki 
maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-
undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai 
pembatasan usia perkawinan ini.
48
 
Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutkan bahwa 
Rasulallah Saw. menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari tujuh 
tahun. Fakta sejarah inilah yang kemudian menyulut perdebatan 
cukup serius di kalangan ulama, mengenai bagaimana status menikahi 
anak kecil atau di bawah umur dalam pandangan Islam.
49
 
Seperti dijelaskan al-Marwazi dalam Ik}htila<f al-Ulama, Ulama, 
terutama kalangan Ahl al-Ilm, sepakat bahwa hukum seorang ayah 
menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) 
adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (khiyar) ketika dewasa. 
Alasannya adalah bahwasanya Rasulallah Saw. menikahi Aisyah 
ketika ia berumur enam tahun, dan hidup bersama pada umur 9 tahun. 
Hal inipun dibolehkan oleh para Sahabat, seperti ‘Umar ibn 
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Khatthab, Ali ibn Abi Thalib, Ibn Umar, Zubayr, Ibn Qudamah, Ibn 
Maz’un, dan Ammarah.50 
Meninjau apa yang ada dalam kita-kitab fikih konvensional ini, 
dapat dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia yang 
menerapkan batasan minimal usia perkawinan di Indonesia sejatinya 
adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi 
mereka yang tidak mencapai usia ini maka harus meminta izin dari 
pengadilan, dan bagi  calon pengantin yang belum mencapai usia 21 
tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua. Meskipun 
ketentuan ini tidak ada dalam kita-kitab fikih pembatasan 
perkawinan ini sudah tidak lagi menimbulkan resistensi dari sebagian 
kelompok Islam, bahan telah dianggap lumrah dan biasa.
51
 
Indonesia termasuk negara yang cukup menoleransi perkawinan 
muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan  negara-negara lain dalam 
pembatasan usia nikah. negara menerapkan usia 21 bagi laki-laki 
adalah Aljazair dan Bangladesh, serta 18 tahun bagi perempuan. 
Sementara Tunisia sama dengan Indonesia 19 tahun bagi laki-laki, 
hanya  saja Tunisia membatasi 17 tahun untuk perempuan. Yang 
cukup banyak adalah usia 18 tahun bagi laki-laki, yaitu Mesir, Irak, 
Lebanon, Libya, Maroko, Pakistan, Somalia, Yaman Selatan, dan 
Suriah. Sisanya adalah dibawah 18 tahun, yakni Turki yang mematok 
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umur 17 tahun untuk laki-laki, Yordania 17 tahun, dan yang paling 
rendah adalah Yaman Utara 15 tahun bagi perempuan. Sementara 
untuk usia perempuan yang tertinggi adalah 18 tahun, yang 
diterapkan di Aljazair, Bangladesh, dan Somalia mematok usia yang 
sama antara laki-laki dan perempuan. Usia 17 tahun diterapkan di 
Tunisia, Suriah dan Libanon, sedangkan yang samadengan Indonesia 
16 tahun untuk perempuan adalaha Yaman Selatan, Pakistan, 
Malaysia, Libya, dan Mesir.
52
 
Dari sekian banyak negara, hanya Yordania yang menerapkan 
batasan perbedaan umur antara calaon pasangan yang hendak kawin. 
Di negara ini diatur bahwa jika jarak usia laki-laki dan perempuan itu 
lebih dari 20 tahun, sedangkan perempuan kurang dari 18 tahun maka 
pernikahan tersebut dilarang.
53
 Islam sejatinya tidak pernah melarang 
perkawinan antara orang tua dan anak-anak. Hanya saja, perkawinan 
dalam Islam sendiri dimaksudkan agar tercipta ketenangan jiwa dan 
kebahagiaan, hal mana sepenuhnya diserahkan kepada orang tua 
mereka-terkait dengan perempuan yang belum dewasa. Pertimbangan 
orang tualah yang akan menentukan arah masa depan sang anak. 
Namun demikian, menurut al-Siba’i, al-Qulyubi pernah berpendapat 
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bahwa boleh saja orang tua menikahkan anaknya dengan orang tua 
atau orang buta, tetapi hukumnya haram.
54
 
Bila dilihat lebih teliti pernyatan al-Siba’i yang mengutip al-
Qulyubi dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan 
adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk 
menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait 
dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.
55
 Hal ini pula 
kiranya yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang 
Perkawinan ketika menguraikan maksud dari pasal 7, bahwa untuk 
menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-
batas umur usia perkawinan.
56
 Sementara dalam Undang-undang 
Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin 




Ketentuan mengenai pembatasan usia mikah menjadi penting 
karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-
hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang 
dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 
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Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan menikah 
berkisar usia 19,9 tahun dan laki-laki adalah 23,4 tahun.
58
 
Aspek yang lain adalah kehamilan yang memiliki keterkaitan 
erat dengan kondisi sosio ekonomi dan kesehatan masyarakat. akan 
tetapi, menurut banyak penelitian, seperti dikutip  Erick Eckholm dan 
Kathleen Newland, kemungkinan seorang ibu meninggal atau 
anaknya meninggal atau menderita penyakit bertambah besar bila ibu 
melahirkan terlalu awal atau terlambat. Perempuan yang secara fisik 
belum matang akan menghadapi bahaya lebih besar ketika 
melahirkan dan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang lemah 




Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih 
dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya 
belum mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk 
menikah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perlindungan  Anak 
(IDAI), Rahmat Santika, di Jakarta pada suatu seminar yang 
diselenggarakan di Jakarta.
60
 Namun demikian, telah banyak imbauan 
untuk tidak menikah pada usia dini, bahkan sejak masa Orde Baru 
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terkait dengan program Keluarga Berencana, tapi nyatanya masih 
cukup banyak dilakukan masyarakat. 
Di perdesaan, menikah di usia muda masih lumrah dilakukan. 
Kesederhanaan kehidupan di perdesaan berdampak pada 
sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal 
perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki 
persiapan yang cukup dalam hal materi atau pendidikan. Asalkan 
sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. 
Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif 
baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.
61
 
Bila dilihat secara umum, terjadi peningkatan usia nikah di 
Indonesia, sehinggga pada 2005 usia rata-rata usia menikah 
perempuan mencapai umur 23,2 tahun dan usia laki-laki mencapai 
26,9 tahun. Namun demikian, bukan berarti pernikahan usia muda ini 
tidak dijumpai lagi di masyarakat. sebagaimana penelusuran di 
daerah Indramayu, ditemukan fakta tingginya angka perkawinan 
muda. Dari setiap lulusan pada tingkat SD, 50% diantaranya adalah 
perempuan. Dan hanya 5% saja yang sanggup bertahan hingga lulus 
SLTA. Selebihnya memilih menikah.
62
 
Perkawinan di bawah umur juga banyak terjadi di Kabupaten 
Ponorogo, Jawa Timur. Data menunjukkan peningkatan angka 
perkawinan di bawah umur bila dibandingkan dengan tahun 
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sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat 




Selain itu, telah ada sembilan kasus perkawinan di bawah umur 
yang dilaporkan kepada Jaringan perlindungan Perempuan dan Anak 
(JPPA) Jawa tengah untuk tahun 2009. Menurut lembaga ini, angka 
tersebut bukan angka final atau dengan pelbagai alasan, masih ada 
banyak kasus perkawinan di bawah umur yang tidak diketahui atau 
diadukan.
64
Hemat penulis, disparatis kenaikan angka menikah usia 
dini yang dikeluarkan oleh BPS dengan kenyataan yang ada di 
masyarakat atau beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga 
non pemerintah. 
Yang menjadi penyebab pada pernikahan usia dini  antara lain 
adalah terkait dengan cara pandang masyarakat yang sangat 
sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, 
yang sejatinya  bermula dari permasalahan pendidikan. 
a. Batasan Usia Perkawinan dalam Fikih Klasik 
Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan 
seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum 
Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang 
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baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan 
hukum apabila telah mukallaf. Allah Swt berfirman: 
ْاًدْشُرْمُهنِّمْمُتْسَنآْفَِإفَْحاَكِّنلٱْْاوُغَلَػبْاَذِإْ ََّٰتََّحْ َٰىَمََٰتَيلٱْْاوُلَػتبٱَكْمِهَيِلإْْاوُعَػفدٱَف




Artinya: ‚Dan ujilah anak  yatim itu sampai mereka cukup umur 
untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu 
mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janglah 
kamu makan harta anak yatim lebih dari batas 
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang 
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka 
hendaklah ia menahan diri (dari menekaan harta anak 
yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka 
bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. 
Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi 
(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah 
Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Qs. An-
Nisa’:6).‛65 
Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah 
baligh. Prinsipnya, seorang lelaki telah baligh jika sudah pernah 
bermimpi basah (mengeluarkan air mani) sedangkan seorang 
perempuan disebut baligh jika sudah pernah menstruasi. 
Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang 
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Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil 
merupakan bukti dari ke-baligh-an dari seorang wanita. Hamil 
terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, 
sedangkan haid kedudukannya sama dengan menularkan sperma 
bagi laki-laki. Namun dalam pandangan ulama klasik terdahulu 
serta menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
berdasarkan pada hasil dari ijtihadnya masing-masing telah 
menetapkan dan batasan usia ideal untuk melangsungkan 
perkawinan yaitu: 
a. Imam Syafi’i dan Imam Hambali menyatakan bahwa 
usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 
tahun. Dengan alasan bahwa tanda-tanda kedewasaan 
itu datang tidak sama untuk setiap orang, maka 
kedewasaan ditentukan oleh umur. Disamakan masa 
kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena itu 
ditentukan oleh akal, dengan akallah terjadi taklif, dan 
karena akal pulalah adanya huku. 
b. Imam Maliki menetapkannya 18 tahun sementara itu 
Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh bagi laki-
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laki adalah 19 tahun, sedangkan anak perempuan usia 17 
tahun. Pendapat Abu Hanifah dalam hal usia baligh ini 
adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya usia 
12 tahun untuk anak laki-laki dan usia 9 tahun untuk 
anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak 
laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, 
menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), 
sedangkan pada anak perempuan dapat hamil atau haid. 
c. Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan sebagaimana yang 
dikutip oleh Husain Muhammad dalam bukunya Fikih 
Perempuan Refleksi Kiyai Atas Agama dan Gender 
menyebut kedewasaan itu pada usia 15 tahun untuk laki-
laki maupun untuk perempuan. 
d. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya 
memberikan dan kriteria sebelum melangsungkan 
perkawinan yakni spiritual dan material. Secara spiritual 
agar di dalamnya diperoleh ketenangan dan 
ketentramann lahir dan batin yang memungkinkan 
berkembangnya cinta dan kasih sayang. Adapun secara 
material merupakan kesanggupan membayar mahar dan 
nafaqoh.67 
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Dalam fikih klasik jarang ditemukan untuk batasan usia 
minimalperkawinan yang pasti, kapan seseorang boleh atau 
dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam Undang-
undang perkawinan hampir seluruh negera muslim memandang 
perlu untuk menetapkan batasan usia minil perkawinan. 
b. Batasan Usia Perkawinan Dalam Fikih Kontemporer 
Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli fikih 
tradisional, pakar hukum Islam kontemporer memandang 
perlunya terobosan hukum (Exepressip verbis) sehbungan 
dengan legalitas perkawinan anak dibawah umur mereka 
beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam 
menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan praktik Nabi Muhammad 
Saw. saat menikahi Aisyah yang berusia enam tahun. 
Akibatnya, kaum tradisional memperkenalkan perkawinan anak 
di bawah umur dengan dasar pemahaman yang liberal dan rigid. 
Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas 
pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadits.
68
 
Ulama kontemporer melihat berpendapat bahwa agama 
pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan 
dibawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, 
terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, 
mental dan hak anak. Berbeda dengan pernikahan Nabi 
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Menurut Rasyid Ridha mengatakan bahwa bulu>gh nikah 
berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni 
sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat 
melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak 
hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang bebankan 
hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu 
makna rushd  adalah kepantasan seseorang untuk melakukan 
tasarruf  yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. 
Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.
70
 
Adapun pendapat Ibnu Katsir menitikberatkan pada segi 
fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan Rasyid 
Ridha menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada 
sikap dan tingkah laku seseorang.
71
 
Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa usia 
kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan 
menerima hak ahliyyah al-ada>dan ahliyyah al-wuju>b.72 
B.  Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia  
1. Tujuan dan Asas Perkawinan 
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Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip yang patut 
diketahui oleh umat Islam yang hendak melangsungkan 
perkawinan, yaitu: 
a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak 
yang mengadakan perkawinan 
b. Tidak semua wanita bisa dikaawini oleh seorang pria, 
sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan 
antara pria dan wanita yang harus di indahkan 
c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi 
persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut 
kedua belah pihak maupun uang berhubungan dengan 
pelaksanaan perkawinan itu sendiri 
d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk 
satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, 
dan kekal untuk selama-lamanya 
e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam 
rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan 
keluarga ada pada suami. 
Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam 
perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-
undang perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak 

































ada perbedaan yang mendasar.
73
 Dan yang dimaksud dengan 
asas dan prinsip adalah ketentuan perkawinan yang menjadi 
dasar dan kembangkan dalam materi pada Undang-undang 
perkawinan. 
2. Ketentuan Usia Perkawinan Hukum Positif di Indonesia 
Ketentuan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang di 
Indonesia 
Untuk ketentuan usia kawin di Indonesia sendiri telah ada 
turunan tersendiri yang mengaturnya, sebagaimana yang 
terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan yang meneyebutkan bahwa: 
‚Perkawinann hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
tahun.‛74 
Ketentuan ini dipertagas dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:
75
 
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga 
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang 
telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon 
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suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 
isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 
tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974. 
Ketentuan batas umur didasarkan pada pertimbangan 
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.
76
 
Adanya ketentuan ini memang untuk memberikan tolak ukur 
usia yang dapat dijadikan patokan bagi warga negara 
Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan. Meskipun 
dalam al-Quran dan al-Hadits tidak memberikan ketetapan 
secara langsung namun usaha yang dirintis para ulama dan 
pemerintah dalam membuat batasan usia kawin di atas 
merupakan suatu usaha yang menginginkan adanya 
kemaslahatan bagi semua warga negara Indonesia. 
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PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DALAM MENGURANGI 
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN BANYUWANGI 
 
A. Gambaran Umum 
1. Demografi Kabupaten Banyuwangi 
Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5,782.50 km2 
daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan ini mencapai 
183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha 
atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 
14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 
22,04% dan sisanya dipergunakan untuk jalan dan lain-lainnya. 
Pada tahun 2018 terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 
189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2,839 Rukun Warga 
(RW) dan 10,569 Rukun Tetangga (RT). Tahun 2018 penduduk  
Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1,735,845 jiwa, terdiri dari 
864,124 jiwa perempuan dan 871,721 jiwa laki-laki, dengan sez 
ratio 100.9%. penduduk tersebar di 25 Kecamatan yaitu 
Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Puwoharjo, Tegaldlimo, 
Muncar,  Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, 
Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, 
Giri, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, 

































Tegalsari, Licin serta Kecamatan baru yakni Kecamatan 
Blimbingsari.77 
Letak geografis kabupaten Banyuwangi ini berada di ujung 
timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas pegunungan 
yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan 
dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian 
serta daerah sekitar garis panti yang membujur dari arah utara ke 
selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. 
Adapun batas wilayah Kabupaten Banyuwangi yakni di 
sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah 
Selat Bali, sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia dan 
sebelah barat berbatsan dengan Kabupaten Jember dan 
Bondowoso. 
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Banyuwangi 
a. Profil DPPKB Kabupaten Banyuwangi 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh kepala dinas 
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yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati 
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana berikut: 
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, dan dibidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
2) Pelaksana kebijakan dibidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, dan dibidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
3) Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan tugas dibidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan 
dibidang pengendalian keluarga berencana; 
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 
statusnya; 

































5) Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
terkait dengan tugas dan fungsinya.78 
b. Susunan Organisasi 
Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana pada 
pasal 3 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6) PERBUP Banyuwangi 
No 52 Tahun 2016 sebagaimana berikut:79 
(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan 
Keluarga; 
e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan; 
f. UPTD; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(3)   Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf membawahi: 
a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; 
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b. Sub Bagian Keungan dan Perlengkapan; 
c. Sub Bagian Penyusunan Program. 
(4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, 
membawahi: 
a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; 
b. Seksi Pengarusatamaan Gender. 
(5) Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan 
Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, membawahi: 
a. Seksi Keluarga Berencana; 
b. Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga. 
(6) Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
membawahi: 
a. Seksi Informasi dan Singkronisasi Kependudukan; 
b. Seksi Advokasi dan Penggerakan. 
B. Pendewasaan Usia Perkawinan 
1. Latar Belakang Pendewasaan Usia Perkawinan 
Pendewasaan usia perkawinan diperlukan karena di latar 
belakangi beberapa hal sebagai berikut: 
a. Semakin banyak kasus pernikahan dini 
b. Banyaknya kasus kehamilan tidak di inginkan 

































c. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak 
di inginkan menyebabkan pertambahan penduduk makin 
cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 (juta jiwa) 
d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah 
e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering 
tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, 
terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.80 
2. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan 
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya 
untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, 
sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 
tahun bagi perempuan dan 25 untuk laki-laki. Batasan usia 
ini di anggap sudah baik dipandang dari sisi kesehatan 
maupun perkembangan emosional untuk menghadapi 
kehidupan keluarga.81 
Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar 
menunda perkawinan bukan pada usia tertentu saja, akan 
tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama yang 
cukup dewasa. Apabila seseorang gagal untuk 
mendewasakan usia perkawinannya, maka di upayakan 
adanya kelahiran seorang anak pertama. Penundaan usia 
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kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah 
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) disebut sebagai 
anjuran untuk mengubah sebuah bulan madu menjadi tahun 
madu. 
Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian 
dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP 
akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin 
pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total 
Fertility Rate (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia 
Perkawinan ini adalah untuk memberikan pengertian dan 
kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan 
keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek 
berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, 
mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta 
menentukan jumlah dan jarak kelahiran.82 
3. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan 
Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan 
Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan 
usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa 
reproduksi, yaitu; 1) Masa menunda perkawinan dan 
kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa 
                                                 
82
 Ibid, 20. 

































mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat 
sebagaimana berikut ini:83 
a. Masa Menunda Kehamilan dan Perkawinan 
Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan 
oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran 
anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat 
mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. 
Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang 
perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda 
perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan 
suami istri yang masih di bawah usia 20 tahun, maka 
dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan 
menggunakan alat kontrasepsi. 
Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya 
penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama 
bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai 
berikut: 
b. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal 
sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan 
kematian saat persalinan, nifas serta bayinya; 
Kemungkinan timbulnya risiko medis sebagai berikut: 
1) Keguguran 
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2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, 
proteinuria) 
3) Eklamsia (keracunan kehamilan) 
4) Timbulnya kesulitan persalinan 
5) Bayi lahir sebelum waktunya 
6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 
7) Fistula Vesikovaginal (melebarnya air seni ke 
vagina) 
8) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan fases/tinja 
ke vagina) 
9) Kanker leher rahim 
Penundaan kehamilan pada usia dibawah 20 tahun 
ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi 
sebagai berikut: 
1. Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena 
peserta masih muda dan sehat. 
2. Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan 
sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga 
akan mempunyai kegagalan tinggi. 
3. KDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak 
merupakan pihak kedua. AKDR/Spiral/IUD yang 
digunakan harus dengan ukuran terkecil. 

































Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode 
Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada umur 20-35 tahun. 
Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya 
melahirkan pada umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko 
medik yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 
15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 
anak. Sehingga pada jarak ideal anatara dua kelahiran bagi 
PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. 
Patokannya adalah jangan terjadi dua balita periode 
5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan 
menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi 
pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran 
agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak 
dan lama. 
4. Cara Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan 
Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan di 
DPPKB Banyuwangi yaitu:84 
a. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) 
 KIE adalah cara untuk menyampaikan pesan atau 
berkomunikasi langsung kepada Remaja atau sasaran 
mengenai segala program DPPKB pada saat 
penyuluhan di lapangan yaitu dengan: 
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3) Pers Surat Kabar 
4) Pameran 
5) Film 
b. Pusat Informasi dan Konseling Remana (PIK-R) 
Suatu wadah kegiatan program Penyiapan 
Kehidupan Berkelaurga Bagi Remaja (PKBR) yang 
dikelola dari remaja oleh remaja guna memberikan 
pelayanan informasi dan konseling kesehatan 
reproduksi informasi dan konseling kesehatan 
reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. 
c. Generasi Berencana (GenRe) 
Melalui program GenRe untuk memfasilitasi 
para remaja agar belajar pentingnya memahami dan 
mempraktikan perilaku hidup sehat dan berakhlakul 
karimah untuk mencapai ketahanan remaja. Mulai dari 
pendidikan yang terencana, serta menikah dengan 
penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan 
reproduksi. 
Untuk keberlangsungan penerapan program di 
atas yang di gagas  yaitu dengan membentuk petugas 
yang tersebar pada 78 (tujuh puluh delapan) di 

































Kecamatan dan 217 (dua ratus tujuh belas) petugas 
yang tersebar di Desa atau Kelurahan. 
5. Keberhasilan Penerapan Program Pendewasaan Usia 
Perkawinan 
Pendewasaan Usia Perkawinan secara demografis 
merupakan rentan waktu kehidupan bersuami istri dan 
berdampak pada tingkat kelahiran, disamping itu PUP 
merupakan suatu pemantapan remaja dalam menuju 
kehidupan suami istti baik secara fisik, sosial, ekonomi. 
Berdasarkan data yang diperoleh perbandingan prosentase 
Usia Perkawinan Wanita pertama selama kurun waktu 
2013 sampai dengan 2014 Kabupaten Banyuwangi dapat 
dilihat sebagai berikut:85 
Tabel 3.1 
Perbandingan Pendewasaan Usia Perkawinan 
Tahun 2013-2014 Kabupaten Banyuwangi 
 
No Uraian 2009 2010 
1 ≤ 21 Tahun 18,62 17,46 
2 21-25 Tahun 48,83 48,5 
3 26-29 Tahun 23,18 23,83 
4 ≥ 30 Tahun 9,37 10,67 
Sumber: Data Laporan BPPKB 
 
Ukuran melihat keberhasilan melalui Usia 
Perkawinan Pertama Wanita dibawah usia 21 tahun, data 
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< 20 th 20 - 24 th 25 - 29 th > 30 th
diatas terlihat penurunan jumlah tahun 2014 sebanyak 
17,6% dibanding tahun 2013 sebesar 18,62%, dari tabel 
diketahui bahwa penurunan tersebut terjadi masih 
tingginya pernikahan dini sehingga dibutuhkan KIE yang 
lebih intensif, tentunya ini merupakan dampak dari ketidak 
rasionalan petugas lapangan dibanding dengan sasaran 
yang harus ditangani, untuk itu kedepan bisa dilakukan 
dengan meningkatkan pembinaan melalui Institusi 
Masyarakat Pedesaan (IMP) yang ada di masyarakat agar 
lebih dioptimalkan peranannya. Agar jelas gambaran 
pencapaian PUP dapat dilihat pada grafik dibaawah: 
Grafik 3.1 
Perbandingan Pendewasaan Usia Perkawinan  
Tahun 2013 – 2014 Kabupaten Banyuwangi 
TREND GRAFIK PROPORSI PUP 

























































6. Problematika Penerapan PUP di Lapangan 
Problematika yang  ada di lapangan mengenai regulasi 
perundang-undangan yang ada saat ini yaitu Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) ‚perkawinan hanya 
diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak perempuan 16 (enam belas) tahun)‛ yang 
bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah dengan 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 
sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (1) ‚Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang ada dalam kandungan‛. Meskipun pada 
tahun 2017 lalu telah diajukan yudisial review Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia pada paasal 7 ayat (1), Mahkamah 
Mengabulkan permohonan pemohon untuk ditingkatkannya 
usia perkawinan akan tetapi MK melimpahkan kepada DPR 
sebagai pihak yang berwenang dalam merumuskan atau 
mengubah perundang-undangan.  
Dari segi operasional yaitu dari budaya masyarakat  
yang berkembang, karena budaya di Banyuwangi sangat 

































melekat yang di akibatkan dari beberapa etnis yang ada di 
Banyuwangi yakni Madura, Osing dan juga Mataraman.86 
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ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM 
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DPPKB BANYUWANGI DALAM 
MENGURANGI PERNIKAHAN USIA DINI 
 
A. Perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mengurangi Pernikahan 
Usia Dini 
Pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan oleh Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ada di 
tingkat pusat, provinsi maupun yang ada di kabupaten/kota. Program ini 
merupakan terobosan baru dalam bidang kependudukan. Dalam hal ini 
DPPKB Banyuwangi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam 
hal perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang 
juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pendewasaan Usia 
Perkawinan. 
Adapun pentingnya program Pendewasaan Usia Perkawinan 
didasarkan pada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh 
remaja ketika mereka akan memasuki gerbang perkawinan pertama dan 
rumah tangga, seperti aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan 
dan juga masalah kependudukan. Dengan beberapa pertimbangan yang 
di atas sudah disebutkan tentunya sebelum perkawinan dilaksanakan 
agar diperhatikan tujuan perkawinan sehingga terwujud sesuai dengan 
apa yang sudah diharapkan. 

































Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 aayat (1) telah 
menentukan batas usia perkawinan  yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 
19 tahun bagi laki-laki. Namun pada perkembangan zaman saat ini, 
ketentuan untuk umur yang ada di Undang-Undang perkawinan sudah 
tidak relevan. Pada umumnya untuk ukuran sekarang, 19 tahun bagi 
laki-laki berarti lulus Sekolah Menengah Atas, dan 16 tahun bagi wanita 
baru lulus Sekolah Menengah Pertama. 
Selain itu perkawinan yang dilangsungkan pada umur tersebut 
secara psikis dipandang belum siap untuk melakukan pernikahan dengan 
segala akibatnya, sehingga menurut pengalaman ada persoalan sedikit 
saja berujung pada percekcokan kepada Pengadilan Agama maupun 
Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan dengan cara perceraian. 
Masa dewasa merupakan langkah awal perkembangan manusia 
yang memiliki masa terpanjang sepanjang rentang kehidupan. Pada masa 
dewasa awal individu dianggap telah siap menghadapi suatu 
perkawinan. Sebab perkawinan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya 
terdapat banyak segala resiko, konsekuensi yang harus dihadapi sebagai 
suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian 
status dari lajang menjadi seorang istri yang menuntut adanya 
penyesuaian diri terus-menerus sepanjang perkawinan berlangsung. 
  Seseorang yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan 
perkawinan akan lebih mudah dalam menerima dan menghadapi segala 
konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan. Sebaliknya, 

































individu yang tidak memiliki kesiapan dalam menuju kehidupan 
perkawinan belum dapat dan layak untuk melakukan perkawinan 
sehingga untuk menunda atau mendewasakan usia perkawinan 
pertamanya. 
Pendewasaan Usia Perkawinan dapat diketahui bahwa secara 
sosial, kesiapan ekonomi juga banyak manfaat yang akan diperoleh dari 
menunda pernikahan usia dini. Kesiapan ekonomi berarti bahwa individu 
mampu untuk mandiri, memiliki mata pencaharian yang mantap 
sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, dan tidak 
lagi bergantung pada orang tua. 
Individu yang melangsungkan nikah pada usia dini akan cenderung 
bergantung pada orang tua, secara financial dan juga emosional. 
Perkawinan yang dilaksanakan pada usia dewasa tentu akan membuat 
orang tua yakin bahwa anak-anak mereka cukup mampu dalam 
bertanggung jawab pada perkawinannya dan tidak gampang untuk ikut 
campur pada permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan 
perkawinan mereka. 
Setidaknya program pendewasaan usia perkawinan ini dapat 
diketahui oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang utamanya oleh 
remaja dan orang tua yang memiliki anak remaja.  
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan 
Adapun tujuan perkawinan dalam pandangan hukum Islam ialah 
untuk memenuhi perintah agama, yang mana dalam rangka mendirikan 

































sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Selain pada sejahtera 
dan bahagia, tentu untuk memberikan keharmonisan dalam berumah 
tangga. Sehingga dalam berkeluarga terdapat kecukupan dalam hal 
materi. 
Apabila dilihat dari batasan usia perkawinan dalam bab sebelumnya 
ialah pada masa baligh sudah dapat melaksanakan perkawinan, 
sebagaimana hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Maka pendapat usia 
perkawinan menurut mayoritas ulama Mazhab seperti Imam syafi’I, Imam 
Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berkisar pada 
usia 15-18 tahun, tentu sangat jauh perbedaannya dengan pendewasaan 
usia perkawinan yang menghendaki pada usia 20 tahun bagi perempuan 
dan 25 tahun bagi laki-laki. Walaupun dalam al-Quran dan Hadits tidak 
mengatur secara eksplisit tentang usia perkawinan, akan tetapi perlu 
adanya kesiapan antara kedua calon mempelai. Sebagaimana firman Allah 
Swt tentang perintah kawin: 
 
ْْاوُحِكَنأَكُْْهَّللٱُْمِهِنُغيَْءَارَقُػفْْاُونوُكَيْفِإْمُكِئاَمِإَكْمُِكداَبِعْنِمَْينِحِل ََّٰصلٱَكْمُكنِمْ ََٰى ََٰيََلأٱ
ِْهِلضَفْنِم ۦَْميِلَعٌْعِس ََٰكُْهَّللٱَك  
Artinya:‛Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui‛ (Qs: an-Nur 32) 
 
Dan juga perintah untuk kawin dalam hadits sebagai berikut: 



































Artinya: ‚Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai 
kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan 
itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih 
menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual), siapa yang belum 
mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan 
mengekang syahwat‛ (HR: Muttafaq ‘alaih) 
 
Dari keterangan al-Quran dan Hadits di atas, tidak menyebutkan 
batasan usia perkawinan. Namun hanya menyebutkan apabila sudah 
mampu untuk mampu untuk kawin. 
Tentunya faktor tempat dan waktu yang berbeda bisa 
mempengaruhi untuk penentuan suatu hukum sehingga sudah sangat tidak 
relevan lagi jika baligh diterapkan di Indonesia. Meskipun sudah 
ditetapkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
tentang batasan usia perkawinan. Dengan berjalannya waktu usia 
perkawinan sudah saatnya untuk di adakannya perubahan. 
Dengan di adakannya pendewasaan usia perkawinan disini ialah 
untuk mempersiapkan dari pihak wanti dalam kehamilan, kelahiran, dan 
juga dalam membesarkan anak. Begitu juga dengan laki-laki yang 
nantinya sebagai kepala keluarga tentu dipersiapkan untuk bertanggung 
jawab dalam melindungi keluarga dan memberi nafkah yang cukup 
kepada anak dan istrinya. 
 
  




































Dari analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya kiranya 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Banyuwangi dalam mengurangi pernikahan usia dini merupakan 
sebuah langkah tepat untuk mengurangi pernikahan usia dini di 
Kabupaten Banyuwangi, selain itu program pendewasaan usia 
perkawinan merupakan program untuk penundaan perkawinan dan 
kehamilan di usia dini. 
2. Menurut analisis hukum Islam, al-Quran dan al-Hadits tidak 
memberikan batasan usia tentang pelaksanaan perkawinan. Namun 
para ulama mazhab dan ahli fikih berpendapat bahwa usia baligh yang 
menjadikannya tolak ukur dalam melaksanakan perkawinan yang 
disertai dengan batasan usia dan tanda-tanda yang berbeda. 
B. Saran  
Kepada para orang tua yang memiliki anak remaja agar tidak 
tergesa-gesa dalam menikahkan anaknya dan juga kepada remaja untuk 
menjaga pergaulannya serta tidak terburu-buru dalam merencakan 
kemaupun sosiologisnya, agar nantinya mendapat keharmonisan. 
Kepada pemerintah Indonesia sebaiknya untuk segera membentuk 
peningkatan usia perkawinan sebagaimana yang telah diajukan oleh 
Endang Warsinah, Maryanti, dan Rasminah melalui pengujian Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu dengan nomor 
putusan 22/PUU-X/2017 namun ditolak oleh MK karena bukan 
wewenangnya untuk merubah Undang-undang. 
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